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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum 

adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai 

dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman1. 

Melalui Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut telah 

diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang 

menyangkut teknis yustisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial 

berada dibawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini 

harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-

Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman2. 

                                                           
1A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Kencana Prenada Media Group; Jakarta. 

Cet. 2. 2010), h. 11. 

 2 Ibid, h. 11. 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang badan-badan 

peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap 

orang di depan hukum, serta dalam mencari keadilan. Salah satu kosekuensi 

perubahan undang-undang tersebut adalah adanya pengalihan organisasi, 

administrasi, dan finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Secara 

historis, dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pembinaan teknis organisasi, 

administrasi dan finansial berada dibawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan 

HAM, Departemen Agama, dan Mabes TNI/Polri atau Departemen Pertahanan dan 

Keamanan). Semangat reformasi di bidang hukum yang dilandasi oleh amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya menempatkan seluruh badan peradilan di 

bawah naungan Mahkamah Agung, baik secara administrasi, organisasi, maupun 

finansial3. 

Seperti telah kita ketahui bahwa ketiga lingkungan Peradilan (Agama, 

Militer, Tata Usaha Negara) oleh penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini oleh Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku 

lagi, disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara yang ditentukan 

khusus oleh Peraturan Perundang-undangan. Pengadilan Agama misalnya: 

                                                           
 3 Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum, (Simbiosa 

Rekatama Media; Bandung. 2015), h. 172. 
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mengadili perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah di luar Jawa dan Madura serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah 

diamandemen denga Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan 

Undang-Undang No. 50 Tahun 20094. 

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama mengatur: 

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan; 

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum 

Islam; 

c. Wakaf dan sedekah. 

2) Bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai 

perkawinan yang berlaku. 

                                                           
4 A. Basiq Djali, Opcit, h. 23. 
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3) Bidang kewarisan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 

ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai 

harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan 

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut5. 

Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili 

yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutuskan dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara oarang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, waiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi 

Agama berwenang dan bertugas mengadili perkar-perkara yang menjadi wewenang 

dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa 

yurisdiksi antara Pengadilan Agama6. 

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau 

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang 

dilakukan menurut syari’ah, antara lain7: 

1. Izin beristeri lebih dari seorang; 

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus 

ada perbedaan pendapat; 

3. Dispensasi perkawinan; 

4. Pencegahan perkawinan; 

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6. Pembatalan perkawinan; 

                                                           
5 Aden Rosadi, Opcit, h. 99-100. 
6  Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Kencana Prenada Media Group; Jakarta. Cet. 6. 2012), h. 12-13. 
7 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
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7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri; 

8. Perceraian karena talak; 

9. Gugatan perceraian; 

10. Penyelesaian harta bersama; 

11. Penguasaan anak; 

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16. Pencabutan kekuasaan wali; 

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 

seorang wali dicabut; 

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 

18 (delapan belas) yang ditinggal kedua orang tuanya; 

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada 

dibawah kekuasaanya; 

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam 

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut 

peraturan yang lain. 

Dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal seorang suami akan 

beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-

undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan didaerah tempat tinggalnya; (2) 

pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami 

yang akan beristeri lebih dari seorang apabila8: 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

                                                           
8 Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, Antropologi Hukum, (Pustaka Setia; Bandung. 

2012), h. 151. 
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Dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan lagi bahwa untuk dapat mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 

Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu: (a) adanya persetujuan dari 

isteri/isteri-isteri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c) serta adanya jaminan bahwa 

suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka9. 

Kenyataan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak 

mencakup seluruh perkara yang timbul di masyarakat sehingga menyulitkan 

penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha 

meneyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim mengahadapi masalah belum 

adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk 

menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran 

telah digunakan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu 

perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum 

terstulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau 

peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan 

permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan 

sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, 

traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis10. 

                                                           
9 Ibid, h. 151. 
10 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Sinar 

Grafika; Jakarta. 2011), h. 15. 
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Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 

pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-

pertimbangan. Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali 

menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas 

untuk menjawab dan menyelsaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari 

kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu11. 

Menurut Bagir Manan, bahwa: “putusan hakim tidak boleh sekedar 

memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan 

hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan 

membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, 

menurutnya putusan hakim akan benar dan adil”12.   

Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada 

bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, 

yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap: 

“hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem, yakni mengambil 

putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang Yang bersangkutan”13. 

Melihat fakta yang telah dipaparkan diatas, penulis melihat adakalanya 

penerapan contra legem diperlukan apabila undang-undang yang mengatur dirasa 

kurang jelas dan belum memenuhi rasa keadilan yang kemudian membuat penulis 

tertarik untuk meneliti sebuah kajian tentang penerapan contra legem dalam sebuah 

putusan hakim. Dalam hal ini penulis tertarik pada sebuah Putusan Perkara Nomor 

                                                           
11 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Citra Aditya 

Bhakti; Jakarta. 1993), h. 10. 
12  Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, (Mahkamah Agung R.I.; Jakarta. 2005), h. 212. 
13  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadulan, (Sinar Grafika; Jakarta. 2005), h. 856. 
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623/Pdt.G/2009/PA.Cjr tentang izin poligami, pada putusan tersebut majelis hakim 

menyatakan bahwa ketentuan pasal 4 ayat (2) yang menjadi syarat alternatif tidak 

terpenuhi sedangkan Pasal 5 ayat (2) sebagai syarat kumulatif telah terpenuhi. 

Namun fakta yang ada dalam putusan tersebut, majelis hakim dalam 

pertimbangannya menyatakan mengesampingkan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan 

pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Contra Legem) dengan 

alasan bahwa para pihak sudah tidak memperdulikan kedua ketentuan pasal tersebut 

dan majelis hakim menkonstruksi hukum sendiri untuk memutuskan perkara 

tersebut. Maka penulis mengangkat judul penelitian “Penerapan Asas Contra 

Legem Pada Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama Cianjur.” 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian ini terfokus pada penerapan asas contra legem oleh majelis hakim 

di Pengadilan Agama Cianjur, dalam hal pemberian izin poligami yang dalam 

pertimbangan hukumnya majelis hakim mengesampingkan pasal 4 ayat (2) dan 

pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim 

mengkonstruksi hukum sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membatasi 

dengan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya: 

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan asas contra 

legem pada putusan izin poligami Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr? 

2. Bagaimana konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara 

izin poligami pada putusan Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan maslah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapakan contar legem 

pada putusan izin poligami Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr. 

2. Untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan oleh majelis hakim 

dalam Putusan Perkara Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

mengembangkan wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan di bidang 

hukum, khusunya yang berkenaan dengan penerapan asas contra legem 

dalam putusan hakim khususnya pada perkara izin poligami. Serta menjadi 

masukan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan hasil penelitian ini 

dengan contoh kasus yang lebih banyak. 

2. Manfaat praktis: memberikan masukan kepada  pihak-pihak terkait, 

terutama para penegak hukum yaitu hakim, advokat, para pihak yang 

berperkara dan masyarakat umum serta memberikan kesempatan kepada 

penulis sendiri untuk mengembangkan penalaran dibidang hukm dan 

sebagai bekal suatu saat  nanti dapat diterapkan di lapangan. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian yang objeknya mebahas tentang penerapan contra legem 

yang diterapkan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu mengenai penerapan contra legem, diantaranya: 
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1. Fahmi Azizi, skripsi yang berjudul: Contra Legem Putusan Hakim 

dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan 

Nomor 110K/AG/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan 

Nomor 266K/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama) Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penerapan contra legem dalam putusan perkara Nomor 

110/K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 nampak 

bertentangan denga asas kepastian hukum karena jelas-jelas dua putusan 

tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal undang-undang yang 

sudah ada. Dengan memberikan hak asuh anak kepada ayah dalam 

perkara hak asuh anak berarti bertentangan dengan Pasal 105 dan Pasal 

156 Kompilasi Hukum Islam dan memberikan bagian ¾ kepada isteri 

atau ¼ kepada suami dalam perkara pembagian harta bersama 

bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan 

ditinjau dari asas keadilan, dilihat dari fakta dua putusan tersebut sejalan 

dengan rasa keadilan. Majelis hakim lebih memilih mengutamakan 

keadilan walaupun harus mengenyampingkan kepastian hukum14. 

2. Rahjoe Tridjoto, skripsi yang berjudul: Apakah Ius Contra Legem masih 

dapat Dipertahankan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 

Hakim (pelaksana undang-undang) memegang peran penting dalam 

dalam menyesuaikan undang-undang dengn kebutuhan hukum 

                                                           
14 Fahmi Azizi, Contra Legem Putusan Hakim Dalam Perklara Perdata di Mahkamah 

Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan 

Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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masyarakat. Perkembangan hukum dalam masyarakat sedemikian 

jauhnya meninggalkan undang-undang, sehingga undang-undang dalam 

keadaan kekosongan dan bahkan dapat terjadi bahwa peraturan undang-

undang yang ketinggalan itu sudah sangat dirasakan tidak dapat 

memberikan lagi kepuasan hukum kepada masyarakat. Hal ini 

menyebabkan dapatnya hakim yang contra legem setelah mencari 

hukumnya dalam sumber-sumber hukum selain undang-undang. Demi 

kewibawaan undang-undang dan adanya kepastian hukum, maka hakim 

sejauh mungkin menghindari keputusan yang contra legem15. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam sebuah pepatah sering dikatakan bahwa mahkotanya para hakim 

terletak pada putusanya, sedangkan kualitas putusan hakim terletak pada 

pertimbangan hukumnya dan kedalaman putusan itu terletak pada bagaimana hakim 

menggali fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan cara bagaimana fakta-fakta 

itu kemudian dikonstruksi dan di pertimbangkan sehingga menjadi sebuah putuan. 

Putusan itu tidak saja hanya mendasarkan legal formil dengan mencantumkan bunyi 

pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu, tetapi lebih jauh menyentuh 

esensi dan substansi dari peradilan itu sendiri yaitu putusan yang berkeadilan 

                                                           
15 Tridjoto Rahadjoe, Apakah Ius Contra Legem Masih Dapat Dipertahankan, Skripsi, 

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2013. 
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hukum. Demikian sebagaimana dikatakan Lilik Mulyadi “putusan hakim 

merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang diperiksa oleh hakim”16. 

Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara tentunya 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang tidak hanya berdasarkan 

hukum posisif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mempertimbangankan 

keadilan dan kemaslahatan bagi pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gustav Radbruch yang dikutip oleh Scipto Rahardjo tentang tiga nilai dasar hukum 

yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum17. 

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, 

pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat”18.   

kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, 

agar sampai pada permukaan maka harus digali. Dengan demikian hukumnya itu 

ada tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan. Sebagaimana Paul Scholten 

mengatakan bahwa “didalam manusia itu sendiri terdapat hukumnya”. Sedangkan 

setiap saat manusia dalam masyarakat berprilaku, berbuat atau berkarya”19. 

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus 

memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam 

perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajiban selanjutnya hakim 

                                                           
16  Lilik Mulyadi, Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

(Ikahi; Jakarat. 2007), h. 25. 
17 Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti; Bandung. 2006), h. 19. 
18 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. 
19 Sudikno Mertokusumo, Penenmuan Hukum Sebuah Pengantar, (Liberty; Yogyakarta. 

Cet. Ke Lima. 2007), h. 47. 
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harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan 

pekerjaannya. Propesionalitas seorang hakim dilaksanakan dengan peran aktif dari 

hakim melalui pilihan pengambilan putusan yang menggunakan adanya keaktifan 

hakim (judicial activism)  dalam proses peradilan. Peradilan sebagai suatu proses 

harus terdiri atas unsur-unsur tertentu yaitu: (1) adanya aturan hukum yang abstrak 

yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan (2) adanya suatu 

perselisihan hukum yang konkrit (3) ada sekuarng-kurangnya dua pihak dan (4) 

adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Unsur-

unsur peradilan itu lebih lengkap mencakup pula adanya hukum formal dalam 

rangka penerapan hukum “rechtoepassing” dan menemukan hukum 

“rechtsvinding” in concreto20. Dengan demikian peradilan adalah segala sesuatu 

yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menurut hukum, menemukan 

hukum in concreto  dalam mempertahankan 1dan menjamin ditaatinya hukum 

materiil dengan menggunakan acara prosedural yang ditetapkan oleh hukum 

formal21. 

Terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu: 

Pertama, Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan denga 

perkara seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan 

                                                           
20  In Concreto artinya dalam hal yang konkrit atau istimewa, www.kamusbesar.com, 

Online, Pada 13 November 2017, Pukul 10.12 WIB. 
21  Nawa Angkasa, Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang 

Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, (Jurnal Studi Keislaman No. 01 

Januari-Juni, 2013), h. 11. 

http://www.kamusbesar.com/
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masyarakat, kepentingan penggugat, kepentingan tergugat. Kedua, Teori 

Pendekatan Seni atau Intuisi. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam 

penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh insting, atau intuisi daripada 

pengetahuan hakim. Ketiga, Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak teori ini 

adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara 

sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu sengketa, hakim tidak boleh semata-mata 

atas dasar intuisi dan insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam mengahadapi suatu 

perkara yang harus diputuskannya. Keempat, Pendekatan Pengalaman. 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat memabantunya dalam 

mengahdapi perkara-perkara yang diahadapi sehari-hari, karena dengan 

pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak 

dari putusan yang dijatuhkan. Kelima, Teori racio decidendi. Teori ini didasarkan 

pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang 

berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan 

sebagai dasr hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan 

keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Keenam, Teori Kebijaksanaan. Teori 

ini dapat digunakan oleh hakim agar putusan-putusan yang dijatuhkan dapat 
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memenuhi dimensi keadilan yaitu keadilan formil dan keadilan substantif 

sekaligus22. 

Contra legem adalah kewenangan hakim untuk menyimpangi ketentuan-

ketentuan hukum tertulis yang telah ada tetapi telah usang atau ketinggalan zaman 

sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat 23 . Metode 

konstruksi adalah metode hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk 

mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi 

terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak 

mengabaikan hukum sebagai suatu sistem24.  Tujuan metode konstruksi ini adalah 

agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan 

bermanfaat bagi pencari keadilan25. 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis 

dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif analitis adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

                                                           
22 Bagir Manan, Hakim dan Pemidanaan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 

249 Bulan Agustus, (Ikahi. Jakarta. 2006), h. 7. 
23 Ahmad kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Pranada Media; 

Jakarta. 2004), h. 9. 
24 Abdul Manan, Lokcit, h. 279. 
25 Ibid, h. 282. 
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atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki26. 

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus 

izin poligami, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini 

disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas 

hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang 

memberikan suatu penilaian terhadap hukum yang artinya memberikan suatu 

penilaian yang bersifat etis27. 

2. Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan jenis data 

kualitatif.  Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan 

dalam bentuk angka28. Pada penelitian hukum ini yang termasuk data kulaitatif 

adalah putusan hakim Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr dalam kasus izin poligami. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari masyarakat yang akan diteliti29.  Adapun yang menjadi data primer 

dalam penelitian ini adalah informasi dan wawancara kepada hakim 

yang memutus perkara izin poligami tersebut dan Putusan Pengadilan 

                                                           
26 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Ghali Indonesia; Bogor. Cet. 6. 2005), h. 54. 
27 Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Bumi Angkasa; Jakarta. 2002), 

h. 3. 
 
28 Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kulaitatif, (Rakesarsin; Yogyakarta. 1996),  

h. 2. 
29 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (PT RajaGrafindo Persada; Jakarta. 2016), h. 15. 
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Agama Cianjur Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr dalam bentuk salinan 

putusan. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan 

kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek 

penelitian 30 . Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya 

naskah akdemis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum 

dan lain-lain31. Data sekunder yang digunakan diantaranya: Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), buku tentang penemuan hukum, jurnal hukum, dan 

majalah-majalah hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview 

(tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai 

sumber penelitian 32 . Pihak-pihak yang akan diwawancara agar 

mendapat data primer mengenai penerapan contra legem pada kasus izin 

poligami adalah hakim yang memutus perkara tersebut. 

                                                           
30 Ibid, h. 15-16. 
31 Ibid, h. 16. 
32 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Teras; Yogyakarta. 2011), h. 89. 
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b. Studi Pustaka 

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap bahan pustaka yang 

didapat dengan cara membaca, dan menelaah berbagai referensi buku 

dan aturan-aturan yang berkaitan dengan Penemuan Hukum, metode 

penemuan hukum, contra legem dan kekuasaan kehakiman. 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan 

yanh sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Adapun jenis data yang 

digunakan adalah jenis data kualitatif, maka tahapannya dalah sebagai berikut: 

a. Inventarisasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan teknik 

pengumpulan data baik sumber primer maupun sumber sekunder, maka 

data-data yang sudah terkumpulkan dimuat untuk kepentingan 

menjawab masalah penelitaian terkait dengan penerapan asas contra 

legem pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur. 

b. Klasifikasi data, setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan 

kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian, mulai dari pertimbangan 

hukum, penemuan hukum dan metode penafsiran yang digunakan oleh 

majelis hakim serta kontribusi terhadap perkembangan Hukum Islam di 

Indonesia. 

c. Analisis data, data-data yang telah dipilih, dianalisis dan diuraikan 

berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan 

teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek 
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metodelogi dalam memahami teks tersebut, sehingga dari dari hasil 

analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari 

pertanyaan penelitian33. 

 

                                                           
33  Cik Hasan Bisri, Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu 

Agama Islam, (RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001), hlm. 67 


